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Jakarta, Pelita
Pemerintah melalui

Menteri Hukum dan

HAM Yasonna Laoly sudah sepakat adanya
pembatasan masa jabatan Hakim. Namun
yang belum disepakati menyangkut usulan DPR
RI yang menginginkan umur pensiun hakim

dibatasi 65 tahun.

“DPR sudah mengajukan
RUU jabatan hakim, kita sudah
bahas dengan internal pemerin-
tah. DPR meminta umur pensi-
un hakim 65 tahun, kami su-
dah mengkoordinasikan den-
gan teman-teman di pemerin-
tah prinsipnya ada penguran-
gan tapi tidak se-ekstrim DPR,”
kata Yasonna sebelum meng-
hadiri Rapat Dengar Pendapat

Pansus Penyelenggara Pemilu
DPR, di Jakarta, Senin (13/2).
Dia mengatakan kemungkinan
pembatasan masa jabatan hakim
diatas 65 tahun, antara 66-67 ta-
hun. Namun pemerintah masih
akan memastikan lagi.
Yasonna mengatakan anta-
ra pemerintah dan DPR terus
melakukan koordinasi untuk
membahas Rancangan Undang
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Undang (RUU) Jabatan Hakim
dan mempercayai RUU tersebut
akan mereformasi sistem pen-
gadilan yang lebih baik.

“Kami akan terus-membahas
ini nanti dengan teman-teman
DPR dalam rangka reformasi,
penguatan sistem pengadilan,
peran hakim, baik hakim, PN,
hakim tinggi maupun hakim
MA, kita akan kaji lebih dalam
lagi untuk perungkatan kualitas
pengadﬂa}x ujarnya seperti di-
kutip Antara.

Sebelumnya DPR RI memu-
tuskan Rancangan Undang Un-
dang (RUU) Jabatan Hakim ma-
suk dalam Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) 2015-2016.

Aturan itu bertujuan agar
dapat menjaga independensi,

meningkatkan profesionalisme
dan kehormatan hakim.

Beberapa poin penting dalam
RUU itu seperti, pertama, men-
genai kedudukan hakim seb-
agai pejabat negara (Hakim
Tingkat Pertama/Pengadilan
Negeri, Hakim Banding dan Ha-
kim Tingkat Kasasi).

Kedua, mengenai keterli-
batan Komisi Yudisial (KY)
dalam proses seleksi pengang-
katan Hakim tingkat perta-
ma dan tetap perlu dilibatkan
dalam hal pengawasannya.

RUU Jabatan Hakim juga
mengakomodasi mengenai
syarat seseorang untuk dapat
diangkat menjadi Hakim Tinggi
seperti harus berpengalaman
paling singkat lima tahun se-
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bagai Ketua atau Wakil Ket-
ua Pengadilan tingkat pertama
atau paling singkat berpengal-
aman 15 tahun sebagai Hakim
Pengadilan tingkat pertama.
RUU Jabatan Hakim juga
akan mengatur mengenai keter-
libatan pihak lain dalam proses
promosi, mutasi dan uji kompe-
tensi calon hakim tinggi. Hal itu
terkait promosi maupun mu-
tasi diakomodasi dalam tim,
demikian juga dalam hal uji
kompetensi hakim yang meli-
batkan Perguruan Tinggi.
Selain itu RUU itu akan men-
gatur usia pengangkatan Ha-
kim Agung dan masa jabatan,
untuk umur Hakim Agung pal-
ing rendah yaitu 45 tahun dan
paling tinggi 60 tahun. (did)



